WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR [0 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 56 TAHUN
2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI

Menimbang

Mengingat

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56
Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sewa Barang
Milik Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi Dinas
Perhubungan Kota Batam;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . . .
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang  Nomor  f Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor a7
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahum
2016 Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

10. Peraturan . . .



Menetapkan :

B

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor T

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4):

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor
151)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARA
PELAYANAN SEWA BARANG MILIK DAERAH KOTA
BATAM PADA LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAYANAN TEKNIS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun
2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sewa Barang Milik
Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi Dinas
Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2024 Nomor 1396), diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB III diubah sebagai berikut:

BAB III
JANGKA WAKTU

2. Ketentuan. . .
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9. Ketentuan Pada BAB III diubah sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Jangka waktu Sewa paling lama 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang;

(2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas
Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. per tahun;
b. per bulan; atau

c. per hari.

Pasal 7
Dihapus

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal |4 FPrépsM 2015

WALI KOTA BATAM,

A

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam.
pada tanggall4 Fremem 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

____)/’_*

JE¥RIDIN

\BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR (580




